
BUPATI KATINGAN

PROVINSI KAUMANTAN TENGAH

PERATURAN BUPATI KATINGAN

NOMOR q TAHUN 2At6

TENTANG

KEWENANGAN DESA BERDASARKAN HAK ASAL USUL DAN

xpwsNlNcex LoKAL BERSKALA DESA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

Menimbang i a'

Mengingat : l '

b.

BUPATI KATINGAN,

bahwa Desa sebagai kesatuan masyarakat hukum

berwenang untuk -mengatur dan mengurus urusan

pemerintahan aan kepentingan masyarakat se"tempat untuk

meningkatkan kesejahteraan masyarakat dalam Negara

K;;;#" RePublik Indonesia;
bahwa L"*"r*g;--O""" terdasarkan hak asal usul,

[il."""rg"" totoii-r.rskala desa, dan kewenangan yang

ditugaskan olet' pemerintah' Pemerintah Daerah Provinsi

dan pemerintah'--p"rr"r, Kabupaten dalam rangka

meningkatk"" #iw"""" Jan kesejahteraan masyarakat;

bahwa dalam ;;;; ;elaksandkan ketentuan Undang-

Undang Nomor 6 f*f""' 2Al4 tentang Desa' rnaka untuk

memberilr*r, p"ri"tirfi- Grkait Keweriangan Desa perlu di

atur dalam suatu Peraturan;
bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimala dimaksud

datam huruf ;;;u;;_ u 
-ian 

huruf c diatas' perlu

air.*pf."" dengan Peraturan Bupati Katingan;

Undang-Undang Nomor 5. Tahun 2OO2 tentang

pembentukan frrurp"t"r, Katingan, Kabupaten seruyan,

k"U,rp"t " Srrt ****, Kabupaten Lamandau' Kabupaten

Gunung Mas, I{ab"p;,I" n'r11s Pisau'-KabuPlten Murung

Raya dan Kab;;;H fuitl Timur di Provinsi Kalimantan

Tengah tl,emfain Negara-Republik Indonesia Tahun 2OO2

Nomor 1g, tamb;an T'embaran Negara Republik Indonesia

Nomor 418O);

Undang-Undang Nomor - 
LZ Tahun 2011 tentang

Pembentukan Feraturan PerundanS-un{11qan (Lembaran

Negara Republik Indonesia Tahrln 2011 Nomor 82'

Tambahan r,**U*'*t' Negaia Republik Indonesia

Nomor 523a);

d.

2.

3. Undang-Undang Nomor ..6 Tahun 2A1,4 tentang Desa

(Lembaran N;;;'1R"p"O.TU Indonesia Tahun zafi Nomor

7, Tambah"., i"*Uaran Negara Republik Indonesia Nomor

54e5);



2

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2Ol4 tentang

pemerintahan il;;J (Lembaran Negara Republik

Indonesia t"t*" iOf+ Nomor 244' Tastbahan Lembaran

iii;;-R"p,rurL-Indonesia Nomor 55s7) sebagaimana

telah diubah uru"*p, kali_ terakhir dengan undang-

Undang Nomor g-i"hl" }Afi tentang Perubahan Kedua

atas Undang-Undang Nomor .23 Tahun 2OL4 tentang

pemerintahan 
'il;;?h- 

{Lembaran Negara Republik

Indonesia Tahun 2015 Nomor 58' Tarnbatran I'embaran
"i;;; *"P.rrttit Indonesia Nomor 56791;

Undang-Undang Nomor 3.9 Tahun 2Al4 tentang

Administrasi pim#ntahan (Lembaran Negara Republik

IndonesiaTahun2Ol4Nomor2g2'TatrtbahanLembaran
iG;; R"P"uril. Indonesia Nomor 56oU;

Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2OOB tentang

Dekonsentrasl J""-t"g"s rerylantuan {Lembaran Negara

Republik rrao,iJiu-iil;" 2oo8 Nomor 20' Tambahan

Lembaran W"e;il"pt'Uf it Indonesia Nomor 48 1 6) ;

Peraturan Pemerintah Nomor 4'3 Tahun 2OL4 tentang

Peraturan p"iJ**""" Undang-Undang Nom-or 6 Tahun

2A14 tentang Desa {Lembaran TV"q"" Repubiik Indonesia

Tatrun 2Ol4 N;;; !23' Tambahan Lembaran Negara

Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah

diubah a"rrg* 
-P;raturan 

Pemeriniah Nomor 47 Tahun

2olstentangperuuar,anAtasPeraturanPemerintah
Nomor 43 Tahun 2Ol4 tentang PerllYlan. Pelaksanaan

Undang-Urra*r.f'N"*"1 -6 -Taliun 
2OL4 tentang Desa

(Lembaran N"gir* n"p.ruril* Indonesia Tahun 2015 Nomor

rsr, Tambahirn rcmuaran Negara Republik Indonesia

Nomor 57171;

8. Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2015 tentang

PerubahanAtasPeraturanPemerintatrNomor60Tahun
z}At*rrt"rrgD"t'aDesaYangBersumberdariAnggaran
Pendapat", 

-;;- Belanja I{*g^t* (Lembaran Negara

Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 88' ?ambahan

Lembaran Ii;;;; i"publik rndonesia Tahun 201s Nomor

56eai;

g- Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2CIL4 tentang

Peraturan pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun

2011 t"rri*,g- pembentukan Peratrrran Perundang-

undangan il,*ilU*"n Negara Republik Indonesia Tahun

2Al4 Nomor 199);

10. peraturan Daerah Kabupaten Katingan Nomor 10 Tahun

2AO7 tentang feuangan Desa (Lemtaran Daerah

Kabupater,-f*fi"g* Tahun 2AOT Nomor 1O);

5.

6.

7.



ll.Peraturan Daerah Kabupaten Katingan Nomor 3 Tahun

2008 tentang- Pembagian Urusan Pemerintahan yang

menjadi 1("*?"u'"gaa Pemerintah Kabupaten Katingan

ilembaran 
pu"t"ftkabupaten Katingan Tahun 2OO8 Nomor

3);

12. Peraturan Daerah Kabupaten Katingan Nomor 11 Tahun

2a:lt"rrttrrJx*'j***' h*;; Desa ii r*ulpaten Katingan

[Lembaran d*"'*ft Kabupaten Katingan Tahun 20 1 1 Nomor

1U;

1"3. Peraturan Mentei'"i Desa' PembangunaR Daetah Teftinggal'

dan Transmigrasi Republik lt'ao"J*i* Nomor I' Tahun 2015

tentang Pedolnan r"''""*"8"i*g"d**tL^tt Hak Asal Usul

dan Kewenangan Lokal derskala Desa [Berita Negara

Republik r"t"'""i" Tahun 2015 Nomor 158h

MenetaPkan :

MEMUTUSKAN

PERATURAN BUPATI KATINGAN
'ndsn 

eBRDAsARKAN HAK AsAL

LOKAL BERSKALA DESA.

TENTANG KEWENANGAN
u5ul DAN KEwENANGAN

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

Il O"..ah adalah Kabupatel $atingan'
2, Pemerint.h;;;;;t" adalaf KJpala Daerah seuafl*flYr

penyelengs.ti*E**Attt"rt*tt Daerah yang memlmpm

pel"aksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan

3,
4.

daerirh otonof{r.
Prrprti adalah BuPati Katingan'

Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki

batas wilayah yang berwenang - 
untuk mengatur dan

mengurus .rto*"i''--Sm"'it'tahtn] kepenlingT masyarakat

setempat beraa#t*:" p1*L*t*" t"wiakat' .hak asal usul'

danlatau f,*f. JaJi*io'i*f yang ai'ft'i dan dihormati dalam

sistem pemeri,'Jh*" N"g^i' -KJsatuan 
Republik Indonesia'

Kewenangan pIa.-aaaiatr kewenangan yang dimiliki Desa

meliputi kJ;;"g"" " 
di bidang penyeienggaraan

Pemerintahan ;[{ pelaksanaan Pembangunan Desa'

pembinaaua Kemesyerakatan Dcsa, dan Pcmberdayaa'$

Masyarakat n"*a Ueidasarkan prakarsa masyarakat' hak asal

u*.ri dan adat istiadat Desa'

Kewenangan U"J""*L"" hak asal usul adalah hak yang

merupakan warisan yang :nasih hidup dan prakarsa Desa

atau prakarsa "*.v#**r 
D"u* sesuai d"r,g*n perkembangan

kehiduPan masYarakat' .

Kewenang*r, to'k"l berskala Desa adalah kewenangan untuk

mengatur dan *-"S"*s kepentingan masyarakat Desa yang

telah dijalankan olel Oes* *t"o *-frrp, .d; efektif dijalankan

oleh Desa atarr ylig *""""r k;;;" perkembangan Desa dan

prakasa masYafakat Desa'

5.

6.

7.
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E.PemerintahanDesaa.dalahpenyelenggaraanurusa.n
pemerintahl" a"" kepentinga* *""yuJakat setempat dalam

sistem peme'int*f'*t' ll"g*"?esatuan Republik Indonesia'

g. pemerintrh 
-D;-"a"fJf, k$"1" lesa^atau 

yang disebut

denganr,**''-*t'dibantuperangkatDesasebagaiunsur
p*oftf"ngg€ua Pemerinterhan Desa'

10. Badan permusyawa{aPn B"rI "t"" 
yang disingat BPD adalah

lembaga yang me1aksan"ft"" fungsi ' 
pemerintahan yang

anggotany* 
--?n"* 

parlrrrl 
*-*"tU tari penduduk Desa

berdasart<an ii"i"riu"r.il"" wilayah dan ditetapkan secara

demokratis'
11. peraturan n"** adalah peraturan perundang-undangan yang

ditetapkan;];h ["p*r* b;;;;[tr aiuat ." a*t disepakati

bereama Badan Perrnusyawaratan Desa'

t2. pembangu;;;; "a"r"rrl;"* 
penrngkatan kualitas hidup

dan k*hi;"d;- ""t"r. 
- 

*"u*"*-besarnya kesejahteraan

masyarakat Desa'

BAB II

RUANG LINGKUP KEWENANGAN DESA

Pasal 2

Kewenangan Desa meliPuti :

a. kewenang*-b"iOasarkan hak asal usul;'

b. kewenangan lokal berskala Desa;/

c. kewenangan yang ditugastan oleh Pemerintah, Pemerintah

DaerahProvinsi,ataup"*"'i"t"r'paerahKabupaten;tan
d.kewenanganlainyangaitus""k"n""l*Pemerinlati,Pernerintah

Daerah provinsi, atau perilrintah Daerah Kabupaten sesuai

dengan ketentuan peraturan perundang-undangan'''

BAB III
KEWENANGAN BERDAS}Y- HAK ASAL USUL

Ruang lingkup kewelalgSn berdasarkan hak asal usul Desa

sebagairn** ii**t .rd dJlam Pasal 2 huruf a meliputi :

a. sistem organisasi perangkat Desa;

[. pemUin""" kelembagaan rnasyarakat;

c. pengelola#;"i;tit n""a dttt "t*t' 
tanah milik Desa;

;. i.rf"*Uangan perin masyar*kdt Desa'

BAB IV

KEIIIIENANGAN LOKAL BERSKALA DESA

Pasal 4

Kriteriakewenanrganlokai.berskalaDesasebagaimanadimaksud
d"fi Pasal Z huruf b' meliPuti:

a. kewenangan yang *""g"L**ut" kegiatan pelayanan dan

Pemberdayaan masYarakat;

b. kewenangan yang *"*pt"'y*i fin:S$n 
pe$?ry* -'*1

kegiatein 
'h;# efdalarrr wilayarr dan masyrrrarlcat Desa yang

mempunyai damPak internal Desa;

c. kewenangan yang U"'ft"it"" dengan kebutuhan dan

k"p"ntinE"t' ""t"'i:nari lasyarqlt ?""*;
d. kegiatan'filr- ;ru i;;d; oleh Desa atas dasar prakarsa

Desa;
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e.programkegiStanPemerintah'PemerintahProvinsi'dan
pemerintah Kabupaten dan pihak ketiga yang telah diserahkan

dan dikelola oleh Desa; dan

f. kewenangu""i"k"1 berskala Desa yang telah diatur dalam

kewenangan nimeri*tnlr, p"*eriii"rt Provinsi, da"* Permerintetl:

KabuPaten.

Pasal 5

PihakketigasebagaimanadimaksuddalamPasal4hunrfe
meliputi:
a. individu;
b. organisasi kemasYarakatan;
c. PergurLlan tinggr; 

1

d. i"*U*gu' swadaYa masYarakat;
e. lembaga donor; dan
f. perusahaan'

Pasal 6

Kewenangan lokal berskala Desa meliputi:

a. bidans Pemerintahan Desa'

b. pembangunan Desa;

;, kt***Y*rakatan Desa; dan

a. pembeidayaan masYarakat Desa'

Pasal 7

Kewenangan lokal berska'la Desa di bidang pemerintahan Desa

sebagaimurr* ai*utsud dalam Pasal 6 huruf a meliputi:

a. penetapan dan penegasal batas Desa;

b. pengemb&;;i;t"* administrasi dan informasi Desa;

;. i*o["*u*r,[*t' tata ruang d't'peta sosial Desa;

d. pendataan 3"rr p"f'gFtasifikasian tenaga kerja Desa;

e. penda"taan penduduk v*rrg L"a.rja paba sektor pertanian dan

sektor non Pertanlan;
f. pendataan ;;;il"k menurut jumlah penduduk

engkatan Le4a, pencari kerja' dcrn fingkat

angkatan kerja; { - r^1^--- i-^ a}ao rra*,., lrr.ker'
g. pendataan penduduk berumur 15 tahun ke atas yang bekerja

menllrut #;;;;- pltt"4t*" jenis pekerjaan dan status

Pekerjaant bekerja di luar negeri;h. pendataan Pendud* I*S
i. penetapan organisasi Pemerintah Desa;

j: i.*u"itt"t"" Badan Permusyaratan Desa;

k. PenetaPan Perangkat Desa;

1. penetaPan BUM Desa;

m. PenetaPan APB Desa;

n. PenetaPan Pefatufan DeS6;

o. penetapan kerja sama antar-Desa;

p. pemberian b{n p""gg"'u* g*dt"tg pertemuan atau balai

Desa;
q. Pendataan Potensi Desa; 

,
;. iemberian 

'uin n'x pengelolaan atas tanah Desa;

usia kerja,
paftirlipasi



m.

11;

7

pembangunan dan pemeliharaan serta pengelolaan saluran

Lntutr UudiaaYa Perikanan; dall

pengembangan *u'** dan pras ararta produksi di Desa'

Pasal 11

Kewenangan lokal berskala Desa bidang pengembangan ekonomi

lokal Desa sebagaimana dimak"** a"rroi pr"*t I huruf c meliputi:

a. pembangu";;;pengelolaan pasar Deea dan kios Desa;

b. pembangunJ, ?*-peigelotaan- tempat pelelangan ikan milik

Desa;
pu"ga*Uangan usaha mikro berbasis Desa;

pendayagunaan keuangan mikro berbasis Desa;

pernbangunan i"" pJ"gelolaan keramba jarins apung dan

Hffir:m"" dan pengelolaan lumbung pangan dan

ienetapln cadangan Pangan Desa;

penetapan t o*ofit**',,t&ttt',, pertanian dan perikanan Desa;

oengaturan peBksanaan p""''"'ggt't*t'gan hama dan penyakit

iltt-."r"" aan perikanan secara terpadu;

penetapan:"rrr*-p,,pukdanpakanorganikuntukpertanian
dan perikanan;
peligembangan bcnih lokal;

ien[e*Uan[*n ternak secara kolektif;
pembangunan dar pengelolaa-n.energi mandiri;

i*"aitiu" dan pengelolaaS .BUM 
Desa;

pembangunan dlripengelolaan tambatan perahu;

pengekllaan Padang gembala;
pengembangan #ii"t" Desa di luar rencana induk

teniemUangan pariwisata kabupaten;

b"t E"tot"an balai benih ikan;
pengembangan teknologi tepat guna pengolahan hasil

p.t6t i*t, dan Perikanan; dan
pengemb*gro=---il;; usalia produksi pertanian yang

bertumpu pada *"*L*iaaya, kele*t*g**tt dan budaya lokal.

c.
d.
e.

f.

€rb'
h.

1.

J.
k.
1.

m.
n.
o.
p.

Q;
r.

S.

Pasal 12

KewenanganlokalberskalaDesadibidangkemasyarakatanDesa
;d;;tr;a airnarrsud dalam pasal 6 huruf c meliputi:

a. membina k";;;;, ketertiban dan ketenterarnan wilayah dan

masYarakat Desa;
b. *"*Ui"" kerukunan warga masyarakat Desa;

c. memelihar"';;;;"*aian, *"rr*irgu.ri konflik dan melakukan

mediasi di Desa; d*rn

d. melestarik* ffi- *.rrg"*bangkan gotong royong masyarakat

Desa,

Pasal 13

Kewenangan lokal berskala Desa bidang pemberdayaan

masyarakata,*_,"bagaimanaaimatsuddalamPasal6hurufd
antara iain:

".- 

- 
p."g.mba1san seni btidaya lokal;

b. pengorganrri"ri* melalui pembentukan dan fasilitasi lembaga

il*?"i"takatan dan lembaga adat;

c. fasilitasi f."r"*p"[-ketompot masyarakat melalui:
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S.penetapanDesadalamkeadaandaruratsepertikejadian
bencana,konflik,rawanparlg€'n,wabahpenyakit'-g?nqguan
keamanarr, J*" f.*jad.ian tlar biasa lainnya dalam skala Desa;

t" pengelolaan arsiP Desa; dart

u. penetapan nos ]<e-amalan 
dan pos kesiapsiagaan lainnya

sesuai a"nfa; t eruturran dan kondisi sosial masyarakat

Desa.
Pasal 8

KewenanganlokalberskalaDesadibidangpembangunanDesa
sebagaimanadirnaksuddalamPasal6hurufbmeliputi:
a. pelaYanan dasar Desa;

b. u*t tt* dan Prasarana D9s?;

;. p"ngemtani"tt ekonomi lokal Desa; dan

d. pemtrafaamfr sumberdaya alarn dan linglrungan Desa'

Pasal9

Kewenangan lokal berskala Desa di bidang Pt1"v11a^Oi:i:
;";.gffiil; aimar.sua dalam pasal I huruf a antara laln

meliputi:

".- i""g"mbangan pos keseh^?'Desa dan Polindes;

;. ien["muanian tenaga.kesehatan Desa;

;: ien[etotairn-J* pt*9in-aan Posyandu melalui:

i} tJy*tt*tt gizi untuk balita;
2i pirnerik$aan ibu hamil;
si ;re*utrian makanan tambahan;
a) penYuluhan kesehatan;
Si i".iL"n hiduP bersi.: dan sehat;

6) [enimbangan baYi; dan
Zi gerakan sehat untuk lanjut usia'

d. pembinaan dan pengaw*ul* upaya kesehatan tradisional;

e. pemanrau.il;E;c"gah;'plnyalahgunaan narkotika dan

zat adiktif di Desa;
f. pcmbinaao ;* Engelolaaul pendidik{an T1k usia dini;

g. pengadaan ;; p"?s*ror""" sarlggar belajar' sanggar seni
e- 

L*d*y., dan perpustakaan Desa; dan

h. fasilitasi a*rr-*o-tirrasi terhadap kelompok-kelompok belajar di

Desa.

Pasal 10

Kewenangan lokal berskala Desa di bidang sarana dan prasarana

Desasebagaim"'"ai*"r.suddalamPasalshurufbantaralain
meliputi:
a.pembangunandanpemeliharaaRkeintordaribalaiDesa;
b. pemUangunan dan pemeliharaan j{an Desa;

c. pembangunan A* p**eliharaan jalan usaha tani;

d. bemUansgnan dan pemeliharaan embung Desa;

e. pemUangunan energ'bqY dan terbarukan;
f. pembangu""tt a"" lemelihataart rumah ibadah;

; i""S-l"luan pemakaman.Desa dan petilasan;

h.pembangu""ra""pemeliharaansanitasilingkungan;
i. p*mb*rrgu*"" a*t pengelolaan air bersih berskala Desa;

j: -eremuang,ltt* a* pem?tit'araan irigasi tersier;

t. pernbangqnan dan pemeliharaan lapangan Desa;

l. pemOrlmsunan dan pemcliharaan taman Desa;
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1) kelomPok tani;
2) kelomPok netraYan;

ei rcfo*Pok seni budayal dan

;i i;;l"*-Pok masYarakat .t1ri 
di Desa'

d. pemberian ;;;;; sosial kepaflkeluarga fakir miskin;

e. rasilitasi tert-radap telornpiti-t<etompot rentail' kelompok

masyarakat miskin, perelnpu*' *"*V*+at adat' dan difabel;

f. pengorgaai;;; ;"t*t ri p"*u*nt rL*n dan fasilitasi paralegal

untukmemberikanbantuanr,"t"*kepadawalgamasyarakat
Desa;

g. """iili" 
kemiskinan secara partisipatif di Desa;

h. penyelengg*;;-pr;osi t isefrrt o dan gerakan hidup bersih

i. iffiJJr.?*isasian melalui pembentukan dan fasilitasi kader

pembangut* J*t' pemberdayaan masyarakat;

j, peningkatani<"n"lr;;tr"rtii pelatihan usaha ekonomi Desa;

k. pendayagunata teknologi tepat guna; eT .

1. peningkatan kapasitas masyarakat melalui:

It ka?er pemberdeyaan masyarakat lesa;
2) kelompok usaha ekonomi produktif;

3) kelomPok Perempuan;
4I kelomPok tani;
5i kelomPok masYarakat miskin;
6) kelomPok nelaYan;
7\ kelomPok Pengr?mi 

"8) kelornpok i"t'i*t1t*td* perlindungan anak;

9i kelomPok Pemuda; dan

1Oi kelompok iain sesuai kondisi Desa'

BAB V

KEWENANGANYANGDITUGASKANOLEHPEMERINTAH'
PEMERINTAH DAERAH PROVINSI' DAN PEMERINTAH

DAERAH KABUPATEN
Pasal 14

KewenanganyangditugaskanolehPemerintah,PemerintahDaerah
provinsi, ",""-^[*"ai*i"r, 

Daerah Kabupaten yang diserahkan

kepada Desa sebagaimana ai*"t*''a dahm Pasal 2 huruf c

merupakan .tr**""= pemerintahan yang secara langsung dapat

meningkatf<an pefayanan dan pembeidayaan masyarakat'

Pasal L5

Kewenan gan Yang ditugaskan oleh.

daerah piovinsi dilaksanakan sesual

perundang-undangan'

pemerintah d'an Pemerintah
dengan ketentuan Peraturart

Pasal 16

{1} Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten yang dapat ditugaskan

kepada pesa sebagaimana ai*"ri*rra a*r* Pasal 2 hururf c,

antara lain :

a. Bidang Perttmi?rn darn Ketarln€man Pangami

t. Bidan[ Kehutanan dan Perkebunan;

c. gidani Perindustrian dan Perdagangan;

d. eidani i<,p"*"i dan Usaha Kecil Menengah;



o,
p.
q.
r.
S,

t.
u.

v.
w.
x.

I

Bidang Penanaman Modal;

ffiffi i*r"g* Kerja dan Transmigrasi;

Bidang Kesehatani
ffiffi Pendidikan dan KebudaYaan;

Bidang Sosial;
Bidiing Penataen Ruang;

;il;d Permukiman / Perumahan;

Eidang Pekerjaan Umum;
Bidang Perhubungan;. -

eiA*g Lingkungan HiduP;

Bidang Otonomi Desa;

Bidang Perimbangan Keuangan;

Bidang T\rgas Pembantuan;
Bidang Pariwisata;
Bidang Pertanahan;
;ffi} i<.pt"a"a"i<an dan catatan sipil;

Bidang lcesaru# i*og*u dan Perlindungern Masyarakat

dan Pemerintahan Umum; z

eiaotg Perencanaan Pernbangu'lan ;

Bidang p"rr",u'igi'V Inforyrasi 
-dan 

Komunikasi;

Bidang p**u"iJ ii"* Perempuan dan Perlindungan

Anak;
y. Bidang Keluarga Berencana dan Keluarga Sejahtera;

z. Bidang KePemudaan dan Olahraga;

aa. Bidang p"mbutaayaan Masyarakat Desa;

bb. Bidang Statistik; dan

"". Bidang Arsip dan Perpustakaan'

(2lRincianUrusanPemerintahanDaerahKabupatenyangdapat
ditugaskan kepada Desa r.b";;;;a dimaksud pada ayat (1)

diatur lebih lanjut dengan p"tlt'""o Bupati' /

BAB VI

KEWENANGAN LAIN YANG UiUCNSKAN OLEH PEMERINTAH'

PBMERINi;H P*PNAH -PNOVTNSI, DAN PEMERINTAT{

DAERAH KABUPATEN
Pasal 17

KewenanganlainyangditugaskarrolehPemerintah,Pemerintah
DaerahProvinsi,atauPemerintahDaerahKabupatenyang
diserahkan r.eplt" n"-" u*u"g"i*""a dimaksud dalam Pasal 2

huruf d, dilaksanakan """.r-*i 
dengan ketentuan peraturan

perundang:undangan'

BAB VIl
TAHAP 

Bl#ff"cARA

Bupatimelakukaneelakajlan'untukidentifikasidaninventarisasi
kewenans., u"-;*;;;t?"" h"k ;;J- usul dan kewenangan lokal

berskala Desa dengan cara:
a.inventarisasi-a"rt",kegiatanberskalalokalDesayang

ditangani i"n S;t""" fJ4a Perangkat Daerah atau program-

program S*i"* fqija ferahghat Daerah berbasie Desai

b. identifikasi dan inventarislsi kegiatan . 
pemerintahan dan

pembangun;h; sudah dijalankan oleh Desa; dan
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c. membentuk Tim Pengkajian dan Inventarisasi terhadap jenis

kewenan*u* i;ra.u*t"ri frafrasat usui dan kewenangan lokal

berskala Desa'

Pasal 19

DalamhalidentifikasisebagaimanadimaksuddalamPasallS,
Desa metakural"--ia"rrtinr.""i 

-i"rrr"aap 
kegiatan yang sudah

ditanganidankegiatanyang*"*p"ditanganitetapibelum
dilaksanakan.

Pasal 2O

T\rgasTimPengkajiandallnventarisasisebagaimanadimaksud
aal?; Pasal 18 huruf c meliPuti:
e.. membua, i.""""g"" b*ft"r kerr*enangan berdasarkan hak

asal usul dan kew.rr*rgr' mf* bersliala Desa berdasarkan

hasil kajian;
b. melakukan Pembahasan

terdasarkan hak asal usul
ranciingan daftar kewenangan
dan kEwenarrgarl lokal berskala

c. ffffi*"san rancangan sebagaimana dimaksud pada huruf b

harus melibatkan partisipfsi. P"*.*' unsur pakar dan

;.**rgk" kepentinga" VryS terkait; dan

d. menghasUt#r""""Irg"" diftar kewenangan berdasarkan hak

a"*tf irurrf dan kewet'*ttg*t lokal berskala Desa'

Pasal 21

tl) Hasil rancangan auflT kewenangan sebagaimana dimaksud

dalam pr"J fO t "ruf 
d ditetaptai {:"gT" Peraturan Bupati'

(Z} Bupati h;; mehkukan 
'- sosialisa-si Peraturan Bupati

\-' 
sebagaimerna pada aya! !1) kepada Desa' 

.

(3) Bupati *"iuf."l'an fasilita"i fo""t"pan daftar kewenangan di

tingkat Desa'

Pas;al 22

KepalaDesabersama-SarnaBPDmelibatkanmasyarakatDesa
metakukan *r,j;;*;h u"iut memilih kewenangan be$lsykan
hak asal usul ian keurenangan lokal berskala Desa dari daftar

yang telah aitetolptan Sengan Peraturan Bupati sesuai dengern

kebutufran dan kondisi Desa'

Pasal 23

Kepala Desa bersama-sama BPD dapat menambah jenis

kewenans* u"rd;**;t; hak asal usul dan kewenangall 1oka1

berskalaDesalainnyasesuaidenganprakarsamasyarakat,
kebutuhan dan kondisi lokal Desa'

Pasal 24

KepalaDesamenetapkanPeraturanDesatentangkewenangan
berdasartan rraiiasJls"r dan kewenangan lokal berskala Desa'
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BAB VIII
PUNGUTAN DESA

Pasal 25

(1) Desa dilarang *9.1*1oS"" pungutan atas jasa layanan

administr""i yi"S diberikan kepada rnasyarakat Desa'

(2) Jasa tayarr# *iiri"i*tr"si sebagaimana dimaksud pada ayat

(1) meliPuti:
a. surat Pengantari
b. surat rekomendasi; dirn
c. surat keterangan'

Pasal 26

t1}Desaberwenangmelakukanpulrsrrtanatasjasausahaseperti
pemandian--*rit'*, wisata desa' pasar. Desa'- 

-t1*iPi"i;,r, karamba ikan, pelelangan ikan' dan pungutan Jasa

usahar"i""yuv""etioat<bertentangandenganperaturan
undang-undangan --1-i^ r^^-: L^-, .rr

tzl Desa a"p"t *&gembangkan dan memtrreroleh bagi hasil dari

usalra bersarra antara pemerintirh neia dengen masyarnJrat'

Desa.

BAB IX
PENETAPAN KEIIfENANGAN DESA

Yasal T7

tuKewenanganberdasarkanhakasalusuldankewenangan
lokal krskala Desa ditetapkan dengan Peraturan Desa'

t}lPeraturanpu""sebagaim"""am"t.sudpadaayat(1)mer{adi
dasar bagi kebijakan, p'ogru*' {an .admfistrasi 

Desa dalam

bidangpenyelenggaraan-PemerintahanDesa,pelaksanaan
penrbancq#; D&4, pembinaiin Kernasyartd<atan Desa, dan

PemberdaYaan MasYarakat Desa'

BAB X
PEMBIAYAAN

Pasal 28

pelaksanaan urusan Pemerintahan Kabupaten yang 
- 
diserahkan

kepada Desa aiUf"y"i dari Anggaran Pendapatan dan Belanja

Daerah KabuPaten.

BAB XI
PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 29

(1) Bupati melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap

pelaksanaan kewenarLgan Desa'

t2) Pelak*rll"t , pembiriaan dan penga'wasan sebagaimana

dimaksua p"a"-"y*t (1) dapat didelegasikan kepada camat.
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BAB XII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 30

peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan'

Agar setiap orang mengetahuilYa' memerintahkan

pJngunaangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya

h"f"* Lembaran Daerah Kabupaten Katingan'

Ditetapkan di Kasonge-n
pada tanggat ryz' 'olb

GAN,

H. AHMAD YANTENGLIE

Diundangkan di Kasongan
pada tanggal ,4-9 - Wlb

SEKR IS DIARAH KABUPATEN KATINGAN,

KABUPATEN KATINGAN TAHUN 2016 NOMOR.:.263

NIKODEMOS

BERITA DAERAH


